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Abstract 
 
This research is a study about investigative function given to NNB (National 
Narcotics Board) since 12th October 2009. Based on 75th article of Laws Number 35 
Year 2009 on Narcotics, the NNB has the rights to investigate, something that used 
to be done only by investigators of Police Department. This research is about 
description of the process of investigation by NNB’s detective since the law is 
implemented, and their relationship with other investigator from Police Department. 
This Research uses descriptive qualitative approach, where the data collection is 
done by using literature study, Interview, and observation to NNB.  This research 
concludes that the  NNB’s investigators has done their functions according to 75th 
article of the law, even though there are still some obstacles need to repaired to 
improve the  performance of NNB’s investigators. 
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Peredaran dan penyalahgunaan drugs merupakan permasalahan yang 
ada diseluruh belahan dunia.  Diantara kejahatan transnasional lainnya, 
peredaran drugs bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya 
terjadi di negara tertentu, melainkan  merata  persebarannya. Kemajuan 
teknologi dan globalisasi dunia yang sedang berlangsung justru 
mempermudah berbagai akses maupun jangkauan peredaran drugs. Dampak 
berkembangnya peredaran dan bisnis drugs di negara berkembang adalah 
hancurnya sistem perekonomian. Hal ini disebabkan oleh bisnis drugs 
merupakan cara yang efektif dalam  menghasilkan  uang. Karena itu banyak 
negara yang menjadikan bisnis ini sebagai sumber pendapatan utama 
mereka dalam menghadapi ekonomi global yang sekarang tengah 
berlangsung ( Bhattachaya, 2005). Begitu juga yang terjadi di Indonesia. 
Menyadari  bahwa peredaran dan penyalahgunaan drugs harus 
ditanggulangi, hampir seluruh negara di dunia mempunyai strategi  dalam 
usaha meminimalisasi permasalahan drugs di wilayahnya masing-masing.  
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Kebijakan mengenai drugs disetiap negara pasti  berkaitan dengan 
kepantingan ekonomi, politik dan sosial. hal ini seperti menggambarkan 
para pembuat kebijakan memikirkan untung dan ruginya apabila kebijakan 
tentang drugs itu dibuat. 
Australia  pada tahun 2007 mulai berhati-hati dalam mengedarkan obat-
obatan yang berpotensi untuk disalahgunakan. Untuk itu, pemerintah 
melarang beberapa jenis obat-obatan yang banyak mengandung 
pseudoephedrine,2 setiap apotik mengharuskan perizinan dari dokter 
sebelum obat tersebut dijual. Australia juga fokus pada merebaknya 
clandestine laboratories3 , yang mencapai angka 333  sampai dengan juni 
2007. (U.S. Department of State, 2008)    
Berbeda dengan di Australia, Pemerintah Belanda membuat kebijakan 
yang kontroversial terkait dengan drugs. Pemerintah  Belanda  
memperbolehkan beberapa jenis drugs untuk dikonsumsi warganya. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar peredaran drugs lebih mudah dikontrol, dan 
menekan angka kriminalisasi terhadap penggunanya ( Blumstein dan 
Larson, 1969). Selain Belanda, Amerika Serikat juga menjalankan 
kebijakan legalisasi terhadap drugs.  Terbukti dengan legalisasi, angka 
penyalahgunaan dan peredaran di Amerika menurun. Selain menjadi lebih  
terkontrol dan menekan angka kriminalisasi, legalisasi di Amerika juga 
berdampak pada menurunnya angka street crime seperti pencurian, 
perampokan atau penodongan. Hal ini bisa terjadi karena hampir semua 
kekerasan dan street crime  yang terjadi berkaitan dengan perdagangan 
drugs. Legalisasi juga berdampak pada bangkrutnya  bisnis dari organized 
crime karena   harga drugs jadi menurun.(Meiczkowski, 1991)   
Pemerintah Inggris mengeluarkan dana sekitar 2,2 Miliar dolar Amerika 
setiap tahunnya untuk upaya pemberantasan drugs. 62% diantaranya 
digunakan untuk kegiatan pemberantasan. 13% untuk kegiatan rehabilitasi 
(treatment), 12% untuk kegiatan pencegahan, dan 13% sisanya untuk upaya 
pengurangan supply dari luar negeri (Michael Farrell and John Strang, 
1998) 
Di Indonesia, terhitung mulai 12 oktober 2009, BNN mempunyai 
wewenang dan tanggung jawab baru dalam upaya pemberantasan 
                                                   
2 Biasa digunakan untuk mengatasi permasalahan hidung yang disebabkan 
oleh flu, alergi, demam tinggi ataupun sinusitis (U.S National Library Of 
Medicine: 2010)  
3 Merupakan laboratorium gelap drugs yang melakukan kegiatan illegal 
yang dibuat di suatu lokasi dengan mempergunakan sejumlah alat-alat dan 
bahan kimia untuk memproduksi atau sintesa narkoba illegal ( Dedi 
Permana,   2009 : 2) 
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penyalahgunaan drugs. Berdasarkan pasal 75 Undang-undang nomor 35 
tahun 2009, BNN berhak untuk menjadi penyidik  dan melakukan beberapa 
kewajiban yang biasa dilakukan oleh  penyidik, seperti menggeledah dan 
menyita barang bukti, menangkap dan menahan orang yang diduga sebagai 
penyalahguna dan pengedar drugs (Punya Wewenang Penyidikan, BNN 
Mirip Seperti KPK, 2009) Bahkan, BNN juga mempunyai kewenangan 
untuk menyadap. Menurut Gories Merre, Kepala BNN yang menjabat 
sekarang, kewenangan yang BNN emban sekarang hampir sama dengan 
KPK, baik penyelidikan maupun penyidikannya. Gories juga  
menambahkan  walaupun BNN tidak sampai berwenang untuk melakukan 
penuntutan, undang-undang ini akan memperjelas operasional  BNN.(ibid). 
Memang terlalu dini untuk memperdiksikan akibat dari diberlakukannya 
Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengingat 
keberadaannya bahkan belum mencapai angka satu tahun. Namun, 
wewenang baru BNN  sedikit banyak mengundang opini dari masyarakat, 
karena fungsi penyidikan kasus drugs tadinya hanya milik kepolisian. Pihak 
kepolisian sendiri merasa bahwa tidak ada masalah apabila BNN diberikan 
wewenang untuk melakukan penyidikan selama terdapat hubungan yang 
baik dan saling mendukung antara BNN dengan Kepolisian Republik 
Indonesia (Polri Tak Keberatan BNN Memiliki Kewenangan Penyidikan, 
2009).  
 
Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dengan 
pendekatan ini peneliti berusaha untuk menggali lebih banyak informasi 
dari informan. Perencanaan penelitian dalam metode kualitatif dibedakan 
menjadi tiga, yaitu (i) Participant observation, yaitu pencarian data dengan 
cara membangun hubungan yang baik dengan informan, dan mengikuti 
aktivitas mereka yang terkait dengan penelitian (ii) Intensive interviewing,  
mencari data dengan cara wawancara mendalam dengan informan, 
sekaligus menelusuri perasaan dan pengalaman informan. (iii) Fokus 
Groups, bagian dari metode kualitatif yang pencarian datanya dilakukan 
dengan cara wawancara dalam kelompok, dimana salah satu dari peserta 
menjadi pemimpin yang membangun diskusi sesuai dengan topik penelitian. 
(Ronet Bachman and Russel K. Schutt).  
Penelitian ini melakukan dua dari tiga rancangan penelitian yang ada, 
yaitu participant observation dan intensive interviewing. Hal ini   peneliti 
lakukan dengan terjun langsung ke tempat tujuan penelitian, melihat dan 
mengamati secara langsung kegiatan sehari-hari di tempat penelitian, 
berinteraksi dengan subyek penelitian, dan mengadakan wawancara 
mendalam dengan mereka.  
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Dalam konteks tema penelitian, peneliti akan secara langsung 
mengamati dan mencari informasi dari BNN. Peneliti juga mewawancara 
beberapa Pelaksana Harian BNN mengenai hal terkait dengan Fungsi 
Penyidikan yang dimiliki oleh BNN. 
Penelitian ini kebanyakan dilakukan di BNN. Informan utama penelitian 
ini adalah Penyidik BNN yang kini telah mempunyai legitimasi untuk 
melakukan penyidikan. Selain di BNN, peneliti juga akan melakukan 
penelitian  di Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika dan Kejahatan 
Teroganisasi untuk melakukan wawancara dengan Informan yang berasal 
dari Kepolisian. Lokasi kedua lembaga yang berdampingan memudahkan 
peneliti dalam mencari data. Data utama peneliti adalah hasil wawancara 
peneliti dengan informan yang merupakan penyidik BNN dan Direktorat IV 
Bareskrim Polri. Jumlah penyidik yang menjadi informan dan menjalani 
proses wawancara dengan peneliti sebenarnya 7 orang, 5 orang penyidik 
BNN dan 2 orang penyidik Polri. Hanya saja, karena satu dan lain hal, 
peneliti hanya  memasukkan 4 penyidik BNN dan 1 penyidik Polri. 
 
Penyidikan Secara Umum 
Tahap Sebelum Penyidikan 
Apabila berbicara mengenai penyidikan, pasti tidak akan lepas / selalu 
terkait dengan penyelidikan. Hal ini dikarenakan keduanya tergabung dalam 
sebuah proses  investigasi. Proses investigasi  diawali dengan penyelidikan 
berupa pencarian informasi. Khusus permasalahan drugs, pencarian  
informasi yang dilakukan oleh penyelidik terbagi dua yaitu Informasi 
terbuka dan informasi tertutup. 
1. Informasi terbuka terdiri dari informasi yang diberikan oleh warga 
masyarakat, termasuk didalamnya Cepu (pencari informasi). Motivasi  
masyarakat dalam memberitahu / memberikan informasi kepada pihak 
penyelidik bisa beraneka ragam. Mulai dari kesadaran tentang bahaya 
drugs, sampai  dengan kebutuhan akan imbalan materi. 
2. Informasi tertutup  merupakan informasi yang sifatnya rahasia atau 
untuk kalangan terbatas. 
 
Setelah mendapatkan Informasi, Terdapat Mekanisme tertentu dalam 
membuat laporan informasi, yaitu :  
1. Informasi yang didapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk 
Laporan Informasi secara tertulis, kemudian  disampaikan kepada 
Kepala Unit (Kanit)  di tingkat Mabes Polri, Kepala Satuan (Kasat) 
ditingkat Polda, Kanit di tingkat kepolisian wililayah/Poltabes, 
Polres/Tro/Ta dan Polsek/Tro/Ta untuk dianalisa.  
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2. Apabila setelah diperiksa laporan tersebut dapat dipercaya 
kebenarannya, maka pejabat terkait melaporkan kepda atasannya untuk 
di tindak lanjuti.  
3. Selanjutnya atasan Pejabat yang bersangkutan menindaklanjuti dengan 
menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik).  
 
Hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penyidikan kasus drugs, 
dimulai setelah ditemukannya barang bukti  Upaya-upaya pencarian 
informasi dab barang bukti  dilakukan oleh penyidik dalam bentuk :  
1. Observasi : Pengamatan terhadap orang, sasaran, target, tempat dan 
barang yang dicurigai terkait dengan peredaran drugs. 
Pengamatan/observasi merupakan proses awal.  Di BNN, Pengamatan 
dilakukan oleh tim Intelejen. 
2. Surveillance : Kegiatan pembuntutan terhadap orang, sasaran atau 
target. Surveilance adalah pengawasan terhadap seseorang khususnya 
orang yang di curigai, tahanan, atau yang semacamnya dengan tujuan 
mengontrol, mengarahkan dan  pengawasan. Kegiatan ini biasanya 
dilakukan seperti  kegiatan mata-mata. Dalam pelaksanaan survailance, 
penggunaan teknologi seperti CCTV, teknologi satelit, telepon sangat 
diutamakan (Hale, 2005).  
3. Undercover : kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan 
oleh petugas kedalam kelompok jaringan.  Untuk kepentingan inilah 
biasanya penyidik dan penyelidik kasus pidana khususnya drugs 
tampilannya sering kali seperti preman.  
4. Undercover Buy : kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas 
untuk melakukan pembelian terselubung. Dalam surat  edaran  
Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan 
Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan Rehabilitasi , Pembelian 
terselubung disahkan untuk dilakukan agar tersangka dapat tertangkap 
tangan memiliki drugs. 
5. Controlled Delivery : yaitu kegiatan pembuntutan terhadap sasaran 
orang dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang 
diduga sebagai bagian dari jaringan.   Kegiatan ini dilakukan dengan 
cara pembuntutan pengiriman. Biasanya penyelidik berkerja sama 
dengan pihak pos untuk mendapatkan informasi jaringan dengan 
mencari tahu terlebih dahulu kurir. Apabila kurirnya dapat diajak 
berkerjasama, maka akan memudahkan kinerja penyelidik.(wawancara 
dengan informan T, 27 April 2010) 
6. Phone Intercep: Yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas 
terhadap telepon sasaran.  Didalam undang-undang  nomor 35  tahun 
Nadhira, Fungsi penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional 251 
2009 juga sudah disahkan beberapa alat bukti baru yang sah , 
diantaranya alat perekam. 
 
Penetapan Tersangka 
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 
Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan 
Rehabilitasi, penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/ 
mengkonsumsi drugs akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan 
dimasukkan ke panti rehabilitasi tergantung  pada kuantitas drugs. 
Tersangka yang akhirnya dimasukkan ke panti rehabilitasi adalah yang 
apabila drugs yang ditemukan maksimal sebagai berikut :  
1. Heroin / Putau  : Maksimal 0,15 gram 
2. Kokain   : Maksimal 0,15 gram 
3. Morphin   : Maksimal 0,15 gram 
4. Ganja   : Maksimal 1 linting rokok, dan/atau 0,005 gram 
5. Ekstacy  : Maksimal 1 butir / tablet 
6. Shabu  : Maksimal  0,25 gram 
7. Dan lain-lain, termasuk juga Narkotika I  sampai dengan III  juga 
Psikotropika Golongan I sampai dengan IV. 
 
Selain itu juga terdapat ketentuan lain yang harus terpenuhi yaitu yang 
bersangkutan bukan merupakan residivis ( Pernah menjalani hukuman) 
kasus drugs, tidak terbukti sebagai pengedar, dan terdapat  surat keterangan 
dari dokter jiwa (psikiater).  apabila semua syarat terpenuhi, barulah yang 
bersangkutan akan dimasukkan ke patni rehabilitasi. Sebaliknya apabila 
tidak, yang bersangkutan akan masuk ke Sistem Peradilan Pidana.  
 
Penetapan Barang Bukti          
Prosedur setelah menemukan / menyita barang bukti, adalah uji barang 
bukti sebanyak dua kali. Pertama menggunakan Test kit, dan yang kedua 
diuji di Laboratorium uji narkoba BNN. Dari jumlah semua barang bukti,  
hanya 2,5 persen yang disisakan. 1 5 untuk barang bukti di kejaksaan, dan 
1,5 % untuk di uji di laboratorium setelah teruji, barang bukti diserahkan  
kepada kejaksaan. Terhitung mulai dari hari ditemukannya/disitanya barang 
bukti, maksimal tiga hari berikutnya barang bukti tersebut sudah harus 
dilimpahkan ke kejaksaan untuk menentukan. statusnya. Akan menjadi 
masalah bagi penyidik apabila dalam 3 hari barang bukti tidak juga 
dilimpahkan ke kejaksaan (Wawancara dengan informan D, 27 April 2010)  
Terdapat 3 kemungkinan status yang akan diberikan kepada barang bukti 
tersebut yaitu : 
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1. Kesehatan. Dilimpahkan kepada pihak-pihak terkait dengan kesehatan. 
seperti Rumah sakit atau instansi terkait lainnya. 
2. Pendidikan. Dilimpahkan kepada instansi Pendidikan untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan.  
3. langsung di musnahkan.  
 
Setelah statusnya di tetapkan, maksimal 7 hari berikutnya tindakan 
kepada barang bukti harus sudah dilakukan. Apakah harus dimusnahkan 
atau dilimpahkan  untuk keperluan kesehatan dan pendidikan.  Apabila 
belum cukup, kejaksaan akan memberikan  waktu tambahan selama 7 hari.  
Jadi, jumlah waktu yang diberikan kepada penyidik adalah 21+3 hari. 
Dengan atau tanpa tersangka, tindakan kepada barang bukti harus sudah 
dilakukan. Setelah proses panjang penetapan barang bukti, dan semua 
berkas yang terkait telah dipelajari dan di nyatakan lengkap, barulah turun 
P21 dan kasus telah siap untuk di limpahkan ke pengadilan.  (wawancara 
dengan informan D, Selasa 27 April 2010)  
 
BNN dan Penyidikan 
Dalam struktur yang masih bersifat sementara,  Deputi Pemberantasan  
BNN  terbagi atas 7  tim, yang  disesuaikan dengan spesifikasi dari masing-
masing penyidik dan objek penyidikan, antara lain : 
1.  Narkotika Alami  : Obat yang langsung bisa dipakai sebagai drugs 
tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya  
Penyidik yang fokus pada kasus narkotika alami hanya menangani 
peredaran narkotika yang berasal dari tumbuhan seperi ganja, opium 
dan heroin.    
2. Penyidik Interdiksi: Dalam  Penjelasan    pasal 75 huruf  h, undang-
undangan nomor 35 tahun 2009 tentang   narkotika  dijelaskan bahwa : 
 
“Yang dimaksud dengan ”interdiksi” adalah mengejar dan/atau 
menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal,pesawat terbang, 
atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang 
buktinya.” 
 
 Tim penyidik interdiksi ini fokus pada pergerakan narkotika kedalam 
dan keluar Indonesia. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 
interdiksi bandara dan interdiksi pelabuhan. Dalam strukturnya, 
penyidik  Interdiksi juga melakukan kerjasama dengan pihak Bea-Cukai.   
3. Tim Penyidik Sintesis: Terbagi menjadi penyidik sintesis dan semi 
sintetis, fokus terhadap  kasus-kasus drugs jenis Sisntesis dan semi 
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sintesis.  Yang disebut sebagai sintetis adalah drugs yang  biasanya 
melalui tahapan yang bersifat sintetis, dan umumnya digunakan untuk 
kepentikan medis dan ilmu pengetahuan seperti   Aphetamine, metadon 
dan banyak lagi. Sedangkan yang dikatakan sebagai Semi sintetis adalah 
obat-obatan yang diproduksi dengan cara ekstraksi, isolasi, dan 
sebagainya. Contohnya Morfin, Kodein, dan lan-lain. (Arti Definisi / 
Pengertian Narkotika Dan Golongan Jenis Bahan Narkotik - 
Pengetahuan Narkotika Dan Psikotropika Dasar, 2007) 
4. Penyidik Prekursor : Penyidik Prekursor merupakan personel penyidik 
yang mempunyai kompetensi  pada bahan-bahan yang berpotensi untuk 
dijadikan drugs. Penyidik ini  dapat menganalisa kemungkinan- 
kemungkinan suatu bahan yang nantinya akan diolah menjadi drugs 
Kembali kepada asas tertangkap tangan, sebelum terdapat kepastian 
akan perencanaan pengolahan bahan untuk menjadi drugs tertentu,  
penyidik precursor hanya bersifat mengawasi keberadaan bahan-bahan 
tersebut (wawancara dengan informan A, 26 April 2010)  
5. Tim Intelejen: Tim Intelejen bertugas mencari data. Tim ini tidak 
mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apabila 
menemukan informasi mengenai suatu kasus, Tim Intelejen langsung 
turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang terkait denan kasus, 
dan memberi tinformasi kepada Tim yang sesuai dengan jenis kasus 
drugs yang ada.  
6. Den Kejar : Tim ini  serupa dengan unit Buru sergap (Buser)  di 
kepolisian. Den Kejar di BNN merupakan tim yang memang ditugaskan 
untuk melakukan pengejaran terhdap DPO. Tim terbagi di seluruh 
wilayah indonesia. (wawancara dengan informan AN, 05 Mei 2010) 
7. Wastabaset  (Pengawas Barang Sitaan Barang bukti dan Aset):  Seperti 
juga Unit V di Direktorat IV Bareskrim Polri, Tim Wastabaset BNN 
bertugas mengawasi berbagai kasus drugs yang terkait dengan  money 
laundering.  Money laundering merupakan salah satu bentuk kejahatan 
yang terkait dengan hampir seluruh bentuk kejahatan lain. 
 
Ruang Lingkup Penyidik  BNN 
Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang 
lingkup penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik 
yang bertugas di Polda, Polres, atau Polsek. Fokus penyidik BNN tertuju 
pada kasus-kasus yang terkait dengan jaringan atau sindikat drugs yang ada 
di tingkat nasional ataupun Internasional. Kasus-kasus yang melibatkan 
perorangan.  
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“…..Penyidik BNN itu ga bisa sifatnya perorangan. kita dari BNN  
di prioritaskan untuk memutuskan jaringann dari sebuah  
sindikatnya.  Kalau perorangan itu porsinya lebih kepada Polda, 
polres, polsek. kalau disini memutus jaringan, misalnya jaringan 
dari luar ke Indonesia itu berapa orang, kita kroscek dulu secara 
keseluruhan setelah real, baru dilakukan tindakan…..” (Hasil 
Wawancara dengan Informan AN, Penyidik Interdiksi BNN tanggal 
05 Mei 2010) 
 
Selain itu BNN juga terbatas dalam penyidikan yang terkait dengan 
Alkohol dan nikotin, karena hal itu merupakan wewenang Direktorat IV. 
Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2Peraturan Presiden  Nomor 23 tahun 
2010, yang berbunyi :  
 
Pasal 2 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga 
bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
 
Namun, untuk beberapa hal, penyidik BNN mempunyai wewenang yang 
lebih bila dibandingkan dengan  penyidik dari Direktorat IV. Dalam pasal 
137 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur mengenai 
Money Laundering terkait dengan peredaran drugs. Wewenang BNN dalam 
permasalahan ini diatur dalam pasal 80 (b). Penyidik dapat memerintahkan 
kepada pihak yang terkait untuk memblokir rekening orang yang  dicurigai 
merupakan oknum yang terkait dengan drugs.  
 
Pasal 80 
b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait. 
 
Sedangkan dalam permasalahan ini, penyidik dari kepolisian hanya 
dapat memblokir rekening setelah surat izin yang mereka sampaikan ke 
pihak Bank disetujui. (Hasil wawancara dengan informan AN, 05 Mei 
2010) 
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Koordinasi Dengan Penyidik Direktorat IV   
Kewenangan penyidikan yang dimiliki BNN pasti berkaitan dengan 
kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat IV Bareskrim Mabes Polri, 
sebagai pihak yang sudah mempunyai fungsi untuk menyidik sebelumnya. 
Untuk itulah diperlukan adanya koordinasi yang apik diantara kedua 
instansi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemberantasan Drugs 
dengan maksimal. Berdasarkan MOU (Memorandum Of Understanding)  
pada tanggal 20 Januari 2010 antara  pimpinan kedua lembaga, telah 
dilakukan kesepakatan bahwa Direktorat IV akan membantu BNN dalam 
hal Bantuan Penyidikan, dan Pelatihan bagi para Penyidik BNN. 
(wawancara dengan informan T, 26 April 2010)  
Selain itu, dalam penjelasan Tugas dan Fungsi pokok Direkorat  IV 
Bareskrim Mabes Polri, dijelaskan bahwa pihak polri mempunyai tugas 
untuk membantu pihak-pihak yang terkait dalam bidang penyidikan dalam  
upaya pelatihan menjadi penyidik kasus drugs.4  
 
    “….koordinasi itu mungkin tingkat pimpinan ada.   kemaren 
juga dalam seminar kita dari kepolisian mengundang BNN dan 
juga kejaksaan. Ada kesepakatan bahwa kalau BNN melakukan 
penyidikan diharus mengirim tembusan atau laporan ke kita, ke 
Polri. demikian juga kita. kalau kita nangani kasus harus mengirim  
tembusan ke BNN. koordinasi juga berupa pelatihan kepada 
penyidik-penyidik BNN.  BNN beberapa kali meminta permohonan 
pelatihan untuk penyidiknya…”. (wawancara dengan informan  T, 
pada tanggal 26 April 2010) 
Pihak manapun yang  terlebih dahulu melakukan penyidikan akan suatu 
kasus drugs, maka pihak tersebut diharuskan mengirimka SPDP (Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Hal ini sangat penting  agar tidak 
terjadi over lapping dalam suatu kasus. Hal ini diperjelas oleh pernyataan 
beberapa informan. 
 
 “…disaat BNN melakukan penyidikan maka secara otomatis, 
siapa yang lebih dahulu menyidik, itulah yang mempunyai 
                                                   
4 Memberikan dukungan (back-up) kepada kesatuan kewilayahan dalam 
bentuk bimbingan teknis maupun bantuan perkuatan dalam rangka kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan kejahatan 
terorganisir serta kepada jajaran satgas bentukan BNN, sesuai status BKO  
(Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat IV / TP. Narkoba dan K.T) 
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kompetensi kewenangan. Apabila sudah di sidik oleh direktorat IV, 
maka BNN tidak berwenang untuk menyidik supaya tidak ada over 
lap dan benturan di lapangan…”   (Wawancara dengan Informan 
AN, Selasa 27 April 2010) 
 
“…Begitu juga sebaliknya dalam setiap penyidikannya Polri juga 
harus mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada 
BNN.  jadi adanya control di situ..” (wawancara dengan informan 
AS, 26 April 2010) 
 
Selain itu, karena peredaran drugs bersifat jaringan, maka mungkin saja 
tersangka dari kasus yang ditangani oleh salah satu satuan penyidik 
merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka dari kasus 
yang ditangani oleh  satuan penyidik lainnya. Untuk itu, akan 
mempermudah kinerja penyidik dalam membongkar suatu jaringan.  
 
“karena perkara narkotik ini modelnya jaringan, siapa tahu 
mereka juga menyidik salah-satu dari anggota jaringan ini. jadi 
supaya ada kolaborasi”. (wawancara dengan informan D, tanggal 
27 April 2010) 
 
Karena keberadaannya yang masih baru, sejauh ini kedua lembaga 
masih  belum menemukan permasalahan seperti kesalahpahaman dalam 
penyidikan atau bahkan over laping. 
 
“dilapangan ya sesuai dengan aturan yang ada, ga masalah. 
sejauh ini belum ada masalah “.(wawancara dengan informan T, 26 
April 2010) 
 
 Bentuk koordinasi yang paling krusial, yaitu pemberian SPDP bagi 
lembaga yang terlebih dahulu melakukan penyidikan sampai saat ini, 
menurut penyidik kedua lembaga, masih  berjalan dengan baik, sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur . 
 
Kendala-kendala Penyidikan Oleh BNN 
Karena baru berjalan selama beberapa bulan, implementasi dari 75 pasal 
undang-undang 35 tahun 2009 tentang  narkotika yang memberikan 
wewenang kepada BNN untuk melakukan penyidikan, masih menemukan 
berbagai hambatan, khususnya untuk penyidiknya sendiri.  Hambatan-
hambatan yang dimaksud antara lain : 
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1. Masalah pengetahuan 
Berbagai teknik yang baru di jelaskan di dalam UU/35 belum 
tersosialisasikan dengan baik kepada penyidik.  
 
“seperti control delivery, atau penyerahan di bawah pengawasan, 
itu masih kita godok sampai sekarang. Maksudnya bagimana. 
teknisnya bagaimana. itu diperbolehkan untuk dilakukan,tapi kita 
kan pengen kepastian hukumnya“ (hasil wawancara dengan 
informan D, Wakatim Penyidik Interdiksi BNN pada tanggal 27, 
april 2010).  
 
Para penyidik merasa bahwa masih banyak teknik yang sampai saat ini 
perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Apabila tidak segera di kuasai, 
dikhawatirkan akan menghambat kinerja dari penyidik BNN sendiri. Tidak 
seperti Penyidik BNN, penyidik dari Direktorat IV sudah memahami dan 
tahu tatacara pelaksanaan control delivery, karena masa tugas yang lebih 
lama.  
 
2. Masalah Anggaran 
Masalah lain yang juga muncul adalah anggaran yang belum jelas.  
 
“…kalau kendala lain mungkin berkaitan dengan dana . Karena 
kita baru diberikan tanggung jawab untuk nyidik ya dana kan juga 
masih belum rampung .Kira-kira anggaran yang dibutuhkan  
berapa itu masih di raba sampai sekarang karena perkaranya 
masih   belum bisa kita prediksi . misalnya,  dalam sebulan kira-
kira berapa perkara. itu belum bisa dilakukan.  …” (Hasil 
wawancara, tanggal 27 April 2010) 
 
Sama seperti strukturnya yang belum rampung, perencanaan anggaran 
untuk peyidikan yang dilakukan oleh BNN juga belum rampung. Adanya 
rancangan anggaran dana yang jelas sangat diperlukan untuk perkiraan 
penyelesaian kasus pada tiap tahunnya. Apabila tidak terrampungkan, maka  
Tentu saja ini sangat mengganggu kinerja penyidik. 
    
3. Masalah Jangkauan 
Peredaran drugs yang lingkupnya sangat luas di Indonesia membuat 
penanganannya juga tidak bisa dilakukan hanya terfokus pada satu titik.  
banyak aturan-aturan yang sulit apabila diaplikasikan oleh BNP (Badan 
Narkotika Propinsi) atau BND (Badan Narkotika Daerah). Seperti 
contohnya permasalahan pemusnahan. Waktu yang hanya 21+3 hari sangat 
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riskan apabila diberikan kepada BND atau BNP, terkait dengan aksesibilitas 
Jumlah penyidik.   
 
4. Masalah Rumah Tahanan 
Baik Penyidik BNN  Maupun Penyidik Polri sepakat, bahwa rumah tahanan 
sementara yang  tersedia sekarang masih kurang memadai.  Di sekitar 
lingkungan BNN dan Direktorat VI Bareskrim Polri, hanya terdapat satu 
ruang tahanan sementara. Itupun bukan milik BNN, sehingga tahanan BNN 
tidak bisa digabung di dalamnya. Tahanan BNN sementara masih di tahan 
di dalam Gegung Peyidik BNN. 
  
5. Masalah Personil 
Pihak BNN sendiri mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam hal 
recruitment penyidiknya. keterbatasan dalam sumber daya manusia. Inilah 
yang kerap menjadi penghambat dalam upaya penenganan kasus, terlebih 
lagi yang terkait dengan kasus  internasional.  
 
“….Koneksi sebenarnya ada, tetapi tetapi recruitment personelnya 
kan disini masih kurang. koneksinya mah banyak, kantor DEA juga 
ada di sini kok. personelnya juga ada. Perpresya sudah ada, 
Tinggal nunggu OTKnya yang masih di susun. dengan adanya 
OTK, maka organisasi tata kerja itu bisa berjalan. tanpa OTK 
susah. (wawancara Informan AN, 05 Mei 2010)..” 
 
Kesimpulan 
Keberadaan Undang- undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
merupakan bentuk evaluasi dari pemerintah mengingat permasalahan drugs 
di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Kewenangan BNN dalam 
melakukan penyidikan kasus drugs juga diatur dalam pasal 75 undang-
undang ini. Namun, peraturan yang terkait dengan fungsi penyidikan oleh 
BNN tidak hanya ada pada pasal 75. Banyak pasal lain pendukung seperti 
pasal 70 (tentang kewenangan penyidikan), 72 (tentang pengangkatan dan 
pemberhentian penyidik), 80 (kelanjutan kewenangan penyidikan)  dan 
beberapa lainnya. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN tidak dapat bergerak sendiri, 
melainkan masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu 
seperti Bea-cukai, Badan POM, Kejaksaan, dan yang paling penting adalah 
koordinasi dengan pihak kepolisian. Selama hampir setahun berlakunya 
Undang-undang 35 tahun 2010, koordinasi antara BNN dan kepolisian, 
yang juga mempunyai  wewenang penyidikan untuk penyalahgunaan dan 
peredaran drugs, terjalin dengan baik dan belum pernah terjadi overlapping. 
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Selain itu, ke-sembilan belas poin kewenangan yang dijabarkan di pasal 75, 
yang juga merupakan acuan penyidikan, sudah diaplikasikan dalam tiap 
penyidikan kasus yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih 
banyak kekurangan seperti  : 
1) Pengerahan dan  rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik  
sehingga penanganan kasus yang jangkauannya internasional kurang 
maksimal.  Padahal  sudah disepakati kerjasama dengan pihak-pihak  
internasional dalam upaya pemberantasan drugs. 
2) Banyak Teknik (seperti controlled delivery) yang dijelaskan di pasal 75 
yang belum disepakati pelaksanaanya oleh penyidik-penyidik yang ada 
di BNN   
3) Struktur dan anggaran deputi pemberantasan yang masih belum jelas. 
4) Belum tersedianya ruang penahanan yang layak untuk tahanan kasus 
drugs yang ditangani oleh BNN. 
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